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Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah ( Renstra-PD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( BALITBANGDA ) Kabupaten Balangan Tahun 2017-2021 dapat diselesaikan. 
Renstra Balitbangda Kabupaten Balangan Tahun 2017-2021 ini disusun untuk memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam penyusunannya, Renstra Balitbangda Kabupaten Balangan Tahun 2017-2021  memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2017-2021. 
Kami mengakui masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam penyusunan dokumen ini, baik karena data yang tidak komprehensif maupun dikarenakan keterbatasan kemampuan kami sebagai penyusun.
Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam penyusunan Renstra Balitbangda Kabupaten Balangan Tahun 2017-2021 dan kami mengharapkan bahwa partisipasi tersebut tetap berlanjut dalam proses implementasinya sehingga kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan untuk lima tahun ke depan dapat dilaksanakan dengan baik, tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan kemudahan dan kekuatan serta keberhasilan kepada kita dalam melaksanakan segala rencana yang kitasusun bersama ini, Amin.
Paringin,       Januari 2017
[image: Description: C:\Users\vaio\Pictures\MP Navigator EX\2013_04_02\tanda tangan kaban oke.jpg][image: Description: C:\Users\vaio\Pictures\MP Navigator EX\2013_04_02\tanda tangan kaban oke.jpg][image: Description: C:\Users\vaio\Pictures\MP Navigator EX\2013_04_02\tanda tangan kaban oke.jpg]Kepala Balitbangda Kabupaten Balangan,

	
Akhriani, S.Pd, MAP
Pembina Tk. 1


	Kata Pengantar
NIP. 19710228 199702 1 002


	ii
	RENSTRA BALITBANGDA TAHUN 2017 - 2021



DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		iii
DAFTAR TABEL 		v
DAFTAR GAMBAR 		vi
BAB I. 	PENDAHULUAN 		1
1.1. Latar Belakang		1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan  		5
1.3. Maksud dan Tujuan		7
1.4. Hubungan Antara Rencana Strategis Balitbanda Dengan Dokumen Lainnya		7
1.5. Sistematika Penulisan		8

BAB II. 	GAMBARAN PELAYANAN BALITBANGDA KABUPATEN BALANGAN		10		
1. 
2. 
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Balitbangda		10
2.2. Tugas Pokok dan Uraian Tugas		13
2.3. Personalia		15
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Balitbangda 		16

BAB III. 	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI		18
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Balitbangda		18
3.2. Telaahan Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah 2017-2021		19
3.2.1      Visi		19
3.2.2      Misi		20
3.2.3      Tujuan dan Sasaran		21
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis		28
3.4. Isu Strategis		38

BAB IV. 	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN		42
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BALITBANGDA 		42

BAB V. 	INDIKATOR KINERJA BALITBANGDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD		5
BAB VI.	PENUTUP		55
LAMPIRAN		56
	Daftar Isi

	iv
	RENSTRA BALITBANGDA TAHUN 2017- 2021



DAFTAR TABEL

Halaman	Nomor
Tabel 1.	Jumlah Pegawai BALITBANGDA menurut golongan dan jenjang pendidikan		16
Tabel 2.	Program-Program Pembangunan Bupati Balangan Periode 2016-2021		30
Tabel 3.	Instrumen Perumusan Rekomendasi dalam Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD		34
	Daftar Tabel
Tabel 4.	Indikator Kinerja BALITBANGDA Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.		53
	v
	RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2016 - 2021



DAFTAR GAMBAR

Halaman	Nomor
Gambar 1.	Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra SKPD berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 		3
Gambar 2.	BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KABUPATEN BALANGAN (Peraturan Bupati Balangan Nomor 14 Tahun 2016) 		12
	Daftar Gambar
 
	vi
	RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2016 - 2021



BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, tidak terlepas dari peran serta para pemangku kepentingan yaitu pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta. Komitmen bersama serta konsistensi dalam pelaksanaan pembangunan merupakan modal utama untuk mewujudkan kemajuan kehidupan masyarakat di suatu daerah, yang dilaksanakan secara sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/monitoring dan evaluasi.
Sebagai bagian Pemerintah daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) sebagai Perangkat Daerah (PD) mengemban tugas dan fungsi dalam penelitian dan pengembangan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sitem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana penelitian dan pengembangan daerah secara sitematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang penelitian yaitu penelitian jangka panjang, penelitian jangka menengah maupun penelitian tahunan. 
Sesuai dengan amanat dari UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Penelitian dan pengembangan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Balangan telah menetapkan Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2021 yang dituangkan dalan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2017-2021 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan, merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) serta memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan. 
Guna menterjemahkan, mengoperasionalkan dan mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah pada tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan capaian program RPJMD, Balitbangda harus menyusun Rencana strategis (Renstra) sebagai acuan dalam rangka mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan untuk menindaklanjuti ke dalam program dan kegiatan Balitbangda selama lima tahun. Program dan kegiatan dalam Renstra Balitbangda Tahun 2017 – 2021 harus terkait dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2017 - 2021.
Renstra merupakan dokumen yang mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang juga merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh Balitbangda hingga 5 (lima) tahun mendatang. Sehingga Renstra merupakan bagian dari Kontrak Kinerja Kepala Perangkat Daerah dengan Bupati. Selain itu dengan adanya Renstra, diharapkan menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan setiap tahunnya dalam masa 5 (lima) tahun ke depannya sehingga menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.
Proses penyusunan Renstra Balitbangda Kabupaten Balangan Tahun 2017 –2021 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Balitbangda Tahun 2017 - 2021 mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, sebagaimana Gambar 1.1.
[image: ]
Renstra disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip good governance (partisipatif, transparan, akuntabel), dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :
1. Tahap Persiapan Penyusunan Rancangan Renstra
Pada tahap ini meliputi pembentukan tim penyusun Renstra SKPD, melakukan orientasi untuk menyamakan persepsi yang berkaitan teknis penyusunan Renstra, penyusunan agenda tim dan penyiapan data dan informasi bagi penyusunan Renstra yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan daerah.
2. Tahap Perumusan/Penyusunan Rancangan Renstra SKPD
Rancangan Renstra dirumuskan dengan mengacu pada rancangan awal
RPJMD. Salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan Renstra SKPD adalah Rancangan Awal RPJMD yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapaioleh SKPD selama 5 (lima) tahun, baik untuk mendukung visi/misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi SKPD terkait. Sebaliknya perumusan rancangan awal RPJMD juga menerima masukan dari rancangan Renstra SKPD.
3. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir Renstra
Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD merupakan penyempurnaan rancangan Renstra SKPD, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyempurnaan rancangan Renstra SKPD dimaksud, bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penelitian dan pengembangan  daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD.
4. Penetapan Renstra SKPD
Penetapan Renstra SKPD dilakukan dengan tahapan sesuai dengan lampiran VI Renstra Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Penelitian dan pengembangan Daerah, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :
a. Rancangan akhir Renstra SKPD, disampaikan kepala SKPD kepada kepala Bappeda untuk memperoleh pengesahan kepala daerah;
b. Sebelum Balitbangda mengajukan kepada kepala daerah untuk disahkan, terlebih dahulu dilakukan verifikasi akhir terhadap rancangan akhir Renstra SKPD oleh Bappeda;
c. Verifikasi akhir, harus dapat menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra SKPD lainnya;
d. Verifikasi akhir sebagaimana dimaksud, harus dapat menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra SKPD lainnya;
e. Pengesahan Renstra SKPD ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;
f. Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra SKPD, kepala SKPD menetapkan Renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD;
g. Pengesahan rancangan akhir Renstra SKPD dengan keputusan kepala daerah, paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
h. Penetapan Renstra SKPD oleh kepala SKPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra SKPD disahkan oleh kepala daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Penyusunan Renstra Balitbangda Kabupaten Balangan Tahun 2017-2021 disusun atas dasar:
1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor  22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4265);
2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4815);
7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Balangan; (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan No.02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah No.43 Tahun 2008;
9) Peraturan Daerah kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan; (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan No.03 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah No.02 Tahun 2008;
10) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana Perubahan Ketiga Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan  Tahun 2013 Nomor 23);
11) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2017-2021.
12) Peraturan Daerah kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan penyusunan Perangkat Daerah 
13) Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 

1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Renstra Balitbangda adalah untuk memberikan arah perumusan rencana program prioritas penelitian dan pengembangan yang disertai kerangka  pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi Balitbangda dalam menyusun program dan kegiatan yang mengacu pada Kebijakan umum dan program penelitian jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD.
Penyusunan Renstra ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya program dan kegiatan prioritas untuk periode lima tahun Balitbangda Kabupaten Balangan dalam mendukung suksesnya pencapaian target indikator serta sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016 - 2021. Tujuan lainnya yaitu peningkatan akuntabilitas dan kredibilitas Perangkat Daerah kepada Pemerintah Daerah juga masyarakat.

1.4 Hubungan Antara Rencana Strategis Balitbangda Dengan Dokumen Lainnya
Hubungan dokumen Rencana Strategis penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017 - 2021 dengan Rencana penelitian Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017 – 2021 adalah bahwa Rencana Strategis Badan penelitian dan pengembangan Daerah merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Penelitian Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017 – 2021 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan indikasi rencana program lima tahunan yang merupakan program Badan penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Balangan.

1.5 Sistematika penulisan
Sistematika Renstra Balitbangda Kabupaten Balangan Tahun 2017 – 2021 adalah sebagai berikut :
BAB I	Pendahuluan
Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, hubungan antara rencana strategis Balitbangda dengan dokumen lainnya serta sistematika penyusunan.
BAB II 	Gambaran Pelayanan Balitbangda Kabupaten Balangan
Bab ini memaparkan gambaran pelayanan Balitbangda Kabupaten Balangan terkait dengan tugas, fungsi dan struktur organisasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, serta tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pada lima tahun mendatang.
BAB III 	Isu – Isu Strategis Dan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
[bookmark: _Toc409508458][bookmark: _Toc452579795]Bab ini mengIdentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Balitbangda, Telaahan Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah 2016 – 2021, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan HidupStrategis dan isu strategis.
BAB IV 	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Balitbangda beserta strategi dan kebijakannya.
BAB V	RENCANA PROGRAM/KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).
BAB VI 	PENUTUP

	Pendahuluan 
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BALITBANGDA KABUPATEN BALANGAN
2. 1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Balitbangda
Badan penelitian dan Penelitian Daerah Kabupaten Balangan atau disebut Balitbangda Kabupaten Balangan mempunyai tugas melaksakan penelitian dan pembangan di bidang penyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah  Kabupaten Balangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Balitbangda Kabupaten Balangan dalam melaksakan tugas, menyelenggarakan Fungsi:
a. Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintah kabupaten Balangan
b. Pelaksanaan tugas penelitian dan pengembangandi Daerah
c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian dan pengembangan di Daeah
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan penelitian dan pengembangan Daerah
e. Pelaksanaan administrasi badan
f. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
2. 2 Uraian tugas yang dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengambangan Daerah Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut:
a. Mengkoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi
b. Mengkoordinsikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan bidang sosial, ekoomi dan pemerintahan
c. Mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis penelitian dan pembangunan bidang pembangunan, inovasi dan teknologi
d. Mengkoordinasikan, dan menyingkronisasikan pelaksanaan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi
e. Mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan pembangunan, inovasi dan teknologi
f. Melaksanakan pengkajian lingkup urusan pemerintahan daerah
g. Melaksanakan fasilitasi dan melakukan inovasi daerah
h. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan
i. Memastikan tersusunnya kebijakan dan atau regulasi berbasis hasil penelitian dan pengembangan
j. Memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati dan Perangkat Daerah
k. Melaksanakan administrasi penelitian dan pengembangan
l. Mengeluarkan rekomendasi dan melakukan pendampingan penelitian bagi Warga Negara Asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang
m. Meminta laporan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Warga Negara Asing
n. Membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan dan
o. Melaksanakan tugas lain yang sesuai bidang tugas dan kewenangan


Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati kepada Organisasi dan tata kerja Badan Penelitian dan pengembangan  Daerah (BALITBANGDA) kabupaten Balangan ditetapkan  berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan  Susunan perangkat Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 22Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor  14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan  (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 22).
Susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balitbangda Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut :
a. Kepala Badan
b. Sekretariat
· Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
· Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
c. Bidang Sosial Ekonomi dan Sosial Budaya
· Sub Bidang  Ekonomi 
· Sub Bidang Sosial, Budaya Pembermas dan Desa
· Sub Bidang Penyelenggaraan pemerintah dan Pengkajian Peraturan
d. Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi
· Sub Bidang SDA & Lingkungan Hidup
· Sub Bidang Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasarana
· Sub Bidang Inovasi dan Teknologi 
e. Kelompok Jabatan Fungsional
Secara rinci Susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Balitbangda Kabupaten Balangan dapat dilihat pada Bagan di bawah ini.
	Gambaran Pelayanan Balitbangda Kabupaten Balangan
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Gambar 2
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BALITBANGDA KABUPATEN BALANGAN
(Peraturan  Bupati  Balangan Nomor 14 Tahun 2016)
[image: ]

2. 3 Tugas Pokok dan Uraian Tugas
Kinerja pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Balangan yang utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannnya yaitu :
 (1) urusan penelitian dan pengembangan,
 (2) Urusan Sosial ekonomi dan Sosial Budaya
 (3) urusan pembangunan, Inovasi dan Kepegawaian.
Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan  Daerah   Kabupaten   Balangan  Nomor  14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan  sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor  14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan, selanjutnya dilakukan perumusan tugas pokok dan uraian tugas unsur-unsur Organisasi Balitbangda Kabupaten Balangan sebagai berikut :

1. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolalan keuangan dan menyelenggar akan urusan umum, asset dan administrasi.
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan asset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi, ketatalaksanaan dan administrasi kepegawaian.
	Uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut:
1. Menyiapkan bahan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan asset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian
2. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan asset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian
3. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi
4. Menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan asset
5. Menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan, mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan
6. Menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU)
7. Menyiapkan bahan, melaksanakan pengelolaan asset
8. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan pengelolaan asset
9. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan pengelolaan asset
10. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan
11. Menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan
12. Menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan
13. Menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai
14. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai
15. Menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian
16. Menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian
17. Menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian
18. Menyiapkan bahan pembinaan pegawai dan
19. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangan

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Sub Bagian Perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan progaram dan rencana kegiatan, evaluasi, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan, penyusunan rencana anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan.
	Uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut:
1. Menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kegiatan
2. Menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajiakan data sesuai kebutuhan
3. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategis
4. Menyiapkan bahan evaluasi program dan rencana kegiatan
5. Menyiapkan bahan dan menyusun system informasi sesuai kebutuhan
6. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan Laporan Akuntablitas Kinerja
7. Menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Pertanggung jawaban dan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban
8. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program
9. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan
10. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan
11. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja
12. Menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan
13. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan ertanggung jawaban keuangan
14. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

2. Bidang Sosial,Ekonomi, dan Pemerintahan 
Bidang Sosial, Ekonomi, dan Pemerintah mempunyai tugas melaksakan penelitian, pengakajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan
a. Subbidang Sosial, Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi di bidang sosial, budaya, pemberdayaan masyarakat dan desa, meliputi aspek-aspek pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa, penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan asset desa, partisipasi masyarakat dan Badan Usaha Milik Desa.
Uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut:
1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan di bidang social
2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitas serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan bidang budaya
3. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
4. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan
5. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan bidang kepemudaan dan olah raga
6. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan bidang pariwisata
7. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan, penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan di bidang kesehatan
8. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan, penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
9. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan, penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
10. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan, penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
11. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan, penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi
12. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan, penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan di bidang penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan asset desa, partisipasi masyarakat, dan badan usaha milik desa, dan
13. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya
b. Subbidang Ekonomi mempunyai tugas melakukan penyimpanan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah perindunstrian, perdagangan, dan Baadan Usaha Milik Daerah
	uraian tugas sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:
1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan, penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan di bidang ekonomi
2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan, penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan di bidang penanaman modal
3. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan, penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan di bidang koperasi, usaha mikra/kecil dan perindustrian
4. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan, penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan di bidang perdagangan
5. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan, penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan di bidang badan usaha milik daerah dan
6. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya
c. Subbidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, rekayasa, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, tatalaksana dan pelayanan public, pemberdayaan aparatur, keuangan dan asset daerah, reformasi birokrasi, ketentraman,ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, menyiapkan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan, melakukan pengolahan datakelitbangan dan peraturan serta fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi Warga Negara Asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang dan melakukan pendampingan.
Uraian tugas sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:
1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan, penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintah
2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan, penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan di bidang otonomi daerah
3. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan, penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan di bidang pemerintahan umum
4. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan, penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan di bidang kelembagaan
5. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan, penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan di bidang tatalaksana dan pelayanan public
6. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan, penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan di bidang pemberdayaan aparatur
7. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan, penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan di bidang keuangan dan asset daerah
8. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan, penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan di bidang reformasi birokrasi
9. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan, penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan di bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
10. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan, penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan di bidang penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/ atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan, melakukan pengelolaan data penelitian dan pengembangan dan peraturan
11. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan, penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan di bidang fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi Warga Negara Asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang dan melakukan pendampingan, dan
12. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya
3. Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi 
Bidang pembangunan, Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksakan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penetapan di bidang inovasi dan teknologi. 
a. Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, linglungan hidup, energi dan sumber daya mineral, kelautan, dan perkebunan.
Uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut:
1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup
2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pangan
3. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pertanian
4. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kelautan dan perikanan
5. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang lingkungan hidup
6. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang energi dan sumber daya mineral
7. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kehutanan
8. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perkebunan, dan
9. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya
b. Subbidang pengembangan wilayah, Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika
Ururaian tugas sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:
1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangan wilayah, fisik dan prasarana meliputi perumahan dan kawasan permukiman
2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangan wilayah, fisik dan prasarana meliputi penataan ruang
3. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangan wilayah, fisik dan prasarana meliputi pertanahan
4. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangan wilayah, fisik dan prasarana meliputi pekerjaan umum
5. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangan wilayah, fisik dan prasarana meliputi perhubungan
6. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangan wilayah, fisik dan prasarana meliputi komunikasi dan informatika, dan
7. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya
c. Subbidang inovasi dan teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasaan, uji coba dan penerapan rancangan bangunan/ model replikasi dan invensi di bidang inovasi dan teknologi, perumusan kebijakan terkait jenis, presedordan metode penyenggaraan pemerintah Daerah yag bersifat inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
Uraian tugas sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:
1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasaan, uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang inovasi dan teknologi
2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasaan, uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang perumusan kebijakan terkait jenis
3. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasaan, uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersifat inovatif
4. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasaan, uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan
5. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasaan, uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual, dan
6. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya

4. Kelompok Jabatan Fungsional 
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Balitbangda sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

2. 4 Personalia
Jumlah pegawai Balitbangda Kabupaten Balangan pada tahun 2017 adalah sebanyak 18 orang yang dapat dikelompokkan menurut golongan dan jenjang pendidikan sebagai berikut :



Tabel 1
Jumlah pegawai BALITBANGDA menurut golongan dan jenjang pendidikan
	Tingkat
Pendidikan
	Golongan
	Jumlah (orang)

	
	I
	II
	III
	IV
	

	1
	SD
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	SMP
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	SMA
	-
	3
	-
	-
	3

	4
	D – 1
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	D – 2
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	D – 3
	-
	2
	-
	-
	2

	7
	D - 4 / S – 1
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	S – 1
	-
	-
	6
	2
	8

	9
	S – 2
	-
	-
	2
	-
	2

	10
	S – 3
	-
	-
	-
	1
	-

	Jumlah
	-
	5
	8
	3
	16



2. 5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Balitbangda
Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Balitbangda kurun waktu lima tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Balitbangda untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD. 



a) Tantangan 
a. Persepsi terhadap manfaat penelitian dan pengembangan belum sepenuhya menggambarkan kondisi yang diharapkan.
b. Komitmen untuk menjadikan kegiatan penelitian (riset) sebagai pilar terdepan masih dalam tataran normatif.
c. Kompleksnya permasalahan dan kebutuhan masyarakat yang harus dijawab melalui penelitian dan pengembangan.
d. Perkembangan ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat, sementara secara kelembagaan belum tersedia sarana dan prasarana pendukung yang memadai.

b) Peluang
a. Adanya dukungan dari Pemerintah daerah dalam bentuk pengalokasian anggaran melalui APBD.
b. Sebagai koordinator penelitian dan pengembangan akan mempermudah kerjasama, baik di daerah, dengan provinsi maupun dengan pusat.
c. Adanya Dewan Riset Daerah, Kelompok Jaringan Penelitian, dan Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Daerah (FKPPD) sangat menunjang dalam mendukung penelitian dan pengembangan di daerah; 
d. Adanya kerjasama di bidang  penelitian dan pengembangan dengan Perguruan Tinggi setempat, dan sejumlah lembaga penelitian dan pengembangan di tingkat Pusat (Badan Litbang Hukum dan HAM, Badan Litbang Pertanian, Badan Riset   Kelautan dan Perikanan);
e. Penerapan otonomi daerah dan era globalisasi yang menuntut diperlukannya hasil-hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan perumusan kebijakan daerah.
f. Kesadaran perlunya litbang dalam menentukan kebijakan daerah dan dalam pengembangan potensi daerah.
BAB III
ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Balitbangda

1. [bookmark: _Toc409508458_0][bookmark: _Toc452579795_0]Peran Balitbangda Kabupaten Balangan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Kabupaten Balangan
Beberapa permasalahan terkait dengan peran Balitbangda Kabupaten Balangan dalam penyelenggaran Pemerintah Kabupaten Balangan:
a. Rekomendasi hasil penelitian tidak selalu digunakan oleh SKPD pengguna hasil penelitian;
b. Hasil penelitian masih belum bagus hasilnya atau belum implementatif;
c. SKPD pengguna hasil penelitian memiliki agenda yang berbeda dengan rekomendasi hasil penelitian.
2. Sumber daya Balitbangda Kabupaten Balangan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya
		Beberapa permasalahan terkait dengan Sumber daya Balitbangda Kabupaten Balangan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya :
a. Peneliti, tenaga pendukung administratif belum memadai baik secara kualitas maupun kuantitas
b. Pembiayaan relatif masih belum memadai
c. Peralatan, sarana dan prasarana masih belum optimal
3. Capaian kinerja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Balitbangda Kabupaten Balangan periode sebelumnya
	Beberapa permasalahan terkait dengan Capaian kinerja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Balitbangda Kabupaten Balangan periode sebelumnya :
a. Terdapat beberapa judul penelitian yang tidak bisa diakomodir dalam pelaksanaan kegiatan terkendala oleh pembiayaan yang tidak mencukupi
b. Munculnya beberapa judul penelitian yang tidak direncanakan dalam dokumen Renstra, hal ini disebabkan untuk mengakomodir usulan yang sifatnya dadakan dari pemangku kepentingan terkait dengan Pemerintah Kabupaten Balangan
4. Capaian kinerja antara Renstra Balitbangda Kabupaten Balangan dengan RPJMD periode sebelumnya
	Beberapa permasalahan terkait dengan Capaian kinerja antara Renstra Balitbangda Kabupaten Balangan dengan RPJMD periode sebelumnya :
a. Peningkatan posisi indeks pembangunan manusia Kalimantan Selatan masih jauh dari harapan
b. Peningkatan rata-rata lama usia sekolah masih jauh dari target
c. Peningkatan usia harapan hidup masih belum seperti yang diinginkan
d. Infrastruktur jalan masih belum seperti yang diharapkan (masih banyak jalan yang belum mantap).
e. Belum optimalnya produksi produktifitas dan kualitas sektor-sektor ekonomi produktif.
5. Hambatan dan permasalahan yang perlu diantisipasi
	Beberapa hambatan dan permasalahan yang perlu diantisipasi 
a. Persepsi terhadap manfaat penelitian dan pengembangan belum sepenuhya menggambarkan kondisi yang diharapkan.
b. Komitmen untuk menjadikan kegiatan penelitian (riset) sebagai pilar terdepan masih dalam tataran normatif.
c. Kompleksnya permasalahan dan kebutuhan masyarakat yang harus dijawab melalui penelitian dan pengembangan.
Perkembangan ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat, sementara secara kelembagaan belum tersedia sarana dan prasarana pendukung yang memadai

      3.2 Telaahan Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah 2017 – 2021
3.2.1 Visi
Visi merupakan suatu rumusan tentang keadaan yang diinginkan di masa depan, sebagaimana tertuang di dalam konsep rancangan awal RPJMD yang merupakan visi Bupati/Wakil Balangan terpilih periode 2016–2021, visi pembangunan Kabupaten Balangan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah :
“TERWUJUDNYA KABUPATEN BALANGAN YANG MAJU DAN SEJAHTERA MELALUI PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA”
Makna dari Visi tersebut sebagai berikut :
MAJU	:	Kabupaten Balangan harus mampu mensejajarkan diri dengan daerah lain yang sudah lebih dahulu maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Balangan yang maju juga berarti roda pemerintahan sudah berjalan secara optimal yang didukung oleh struktur kelembagaan pemerintah daerah yang lengkap dan diisi serta dikelola oleh aparatur yang berkompeten di bidang tugasnya masing-masing, sehingga mampu memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat. Kemajuan juga tercermin pada tingkat partisipasi publik dalam perumusan kebijakan pembangunan
SEJAHTERA	:	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing daerah, kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat yang meliputi: sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, kesempatan berusaha, rasa aman, didukung oleh infrastruktur yang mantap.

3.2.2 Misi
Beranjak dari visi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 tersebut, dan untuk mengarahkan pencapaiannya, selanjutnya dicanangkan misi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2016- 2021, yaitu:
1. Menjadikan hasil penelitian dan pengembangan dari institusi Balitbangda sebagai dasar perumusan dan perancangan kebijakan pembangunan   kabupaten yang akurat, valid dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Meningkatkan sumber daya aparatur dan sumber daya peneliti yang    profesional di bidangda penelitian dan pengembangan;
3. Mewujudkan Balitbangda sebagai pusat informasi dan sebagai institusi pembina dalam konteks pembinaan penelitian dan pengembangan di Pemkab Balangan;
4. Menyebarluaskan hasil penelitian dan pengembangan kepada pemangku kepentingan melalui koordinasi yang harmonis dengan semua lembaga litbang terkait dan meningkatkan kuantitas serta kualitas hasil penelitian dan pengembangan;
3.2.3  Tujuan dan Sasaran
Visi dan misi tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam tujuan dan sasaran.  Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis  yang  menunjukkan  tingkat  prioritas  tertinggi  dalam perencanaan  pembangunan  jangka  menengah  daerah  yang selanjutnya  akan  menjadi  dasar  penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan  tujuan  dan  sasaran,  di  samping menerjemahkan  visi/misi  dan  menjawab  permasalahan  pembangunan  daerah/isu-isu  strategis,  dilakukan  untuk  menyerasikan  ketercapaian indikator kinerja pembangunan daerah. Misi, Tujuan, dan sasaran pembangunan Kabupaten Balangan tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 sebagai berikut :

MISI I :MENINGKATKAN    KUALITAS    SUMBER   DAYA   MANUSIA   MELALUI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN, mempunyai tujuan :
· Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, dengan sasaran :
a) Meningkatnya mutu pendidikan dan aksessibilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan
b) Meningkatnya kualitas dan aksessibilitas pelayanan kesehatan
c) Meningkatnya Indeks Pengarusutamaan Gender
d) Meningkatnya kualitas dan daya saing tenaga kerja

MISI II : MEWUJUDKAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN, mempunyai tujuan :
· Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat, dengan sasaran :
a) Laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
b) Meningkatnya peranan UMKM serta koperasi dalam perkuatan struktur perekonomian daerah
c) Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat

MISI III : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERKESINAMBUNGAN, mempunyai tujuan :
· Meningkatkan daya dukung infrastruktur untuk pengembangan wilayah dan peningkatan derajat kehidupan masyarakat, dengan sasaran :
a) Meningkatnya kapasitas dan kualitas prasarana transportasi
b) Meningkatkan pemenuhan kebutuhan air untuk pertanian pada lahan irigasi dan pemenuhan kebutuhan air baku untuk air bersih
c) Tersedianya prasarana dan sarana perumahan & fasilitas umum, serta perkantoran

MISI IV : PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM  (POTENSI LOKAL) BERDASARKAN KEARIFAN LOKAL, mempunyai tujuan :
· Meningkanya pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat yang berwawasan lingkungan, dengan sasaran :
a) Meningkatnya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam
b) Optimalisasi Pemanfaatan SDA guna peningkatan pendapatan masyarakat dan PAD
c) Terwujudnya tujuan wisata Balangan


MISI V : MENGEMBANGKAN SOSIAL BUDAYA KEMASYARAKATAN, mempunyai tujuan :
· Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, dengan sasaran :
· Terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis, rukun dan damai di kalangan umat beragama
· Meningkatnya upaya pelestarian dan pengembangan seni dan budaya lokal, dengan sasaran :
· Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap keragaman seni dan budaya, serta kreativitas seni dan budaya
· Meningkatnya pembinaan kepemudaan dan olahraga, dengan sasaran :
· Meningkatnya pembinaan organisasi kepemudaan dan cabang olahraga
· Menurunnya masalah-masalah sosial dan kemiskinan, dengan sasaran :
· Meningkatnya pembinaan terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu
· Meningkatnya pencegahan dan penanganan bencana daerah, dengan sasaran :
· Meningkatnya kemampuan tanggap darurat bencana

MISI VI : OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH, mempunyai tujuan :
· Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, responsif dan akuntabel, dengan sasaran :
1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
2) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan kualitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah
3) Diterapkannya E-Government guna peningkatan kualitas dan kecepatan layanan kepada masyarakat
4) Meningkatnya kualitas pelaksanaan Dana Desa

MISI VII : MEWUJUDKAN    KAMTIBMAS    DAN    KEPASTIAN    HUKUM    UNTUK TERCIPTANYA SUASANA YANG KONDUSIF,  mempunyai tujuan :
· Terciptanya  suasana kondusif dan terjaganya ketertiban umum, dengan sasaran :
· Menurunnya kejadian kriminal (criminal index) dan meningkatnya penegakan perda
· Memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum kependudukan, dengan sasaran :
· Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan melalui pelayanan berbasis SIAK
Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah kabupaten Balangan tersebut, maka Balitbangda sebagai salah satu perangkat daerah di lingkup Pemerintah kabupaten Balangan, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk menyusun kebijakan perencanaan pembangunan daerah memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan kabupaten Balangan selama lima tahun ke depan.
Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Balitbangda dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan kabupaten Balangan antara lain :
a) Lembaga strategis perencanaan yang memiliki kewenangan koordinatif; 
b) Banyaknya pegawai dengan tingkat pendidikan Sarjana dan Pasca Sarjana serta kandidat doktor; 
c) Komitmen dan etos kerja pegawai yang tinggi; 
d) Sarana dan prasarana kerja yang memadai; 
Terhadap ketujuh Misi Daerah tersebut di atas, Balitbangda Kabupaten Balangan sebagai perangkat daerah penyelenggara pemerintahan yang melaksanakan tugas mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah,  berperan untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang semakin transparan, responsif dan akuntabel yang berorientasi pada pelayanan publik melalui :
· Peningkatan sinergitas dan keselarasan perencanaan pembangunan antar sektoral – kewilayahan;
· Peningkatan keselarasan perencanaan  pembangunan menengah dan tahunan  RPJMD – Renstra – RKPD – Renja; 
· Peningkatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan;
· Penyediaan data sebagai bahan perencanaan dan mudah diakses publik.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Balitbangda kabupaten Balangan dengan dokumen RPJMD 2016-2021, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Balitbangda kabupaten Balangan harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Balitbangda yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.
Balitbangda sebagai perangkat daerah yang melaksanakan tugas mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah akan mengawal secara langsung sesuai bidang/sektor serta kewilayahan yang berada pada porsi yang sesuai dengan tugas pokok dan uraian tugas unsur-unsur Organisasi Balitbangda.  Sedangkan secara teknis berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah kabupaten Balangan, Balitbangda berkontribusi secara teknis untuk mewujudkan Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut:

A. Misi Kedua : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERKESINAMBUNGAN, mempunyai tujuan Meningkatkan daya dukung infrastruktur untuk pengembangan wilayah dan peningkatan derajat kehidupan masyarakat, dengan sasaran :
1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas prasarana transportasi dan komunikasi, dengan target yang dicapai adalah  Pembangunan terminal baru paling lambat terealisasi pada tahun 2021.  Perangkat daerah penanggung jawab : Balitbangda dengan Dinas Perhubungan, komunikasi dan informatika.
2. Tersedianya prasarana dan sarana perumahan & fasilitas umum, serta perkantoran, dengan target yang dicapai adalah Menurunnya prosentase rumah tidak layak huni masing-masing pada tahun 2016 sebesar 11,03 % ; tahun 2017 sebesar 9,71 % ; tahun 2018 sebesar 8,38 % ; tahun 2019 sebesar 7,06 % ; tahun 2020 sebesar 5,74% dan tahun 2021 mencapai 4,42 %.  Perangkat daerah penanggung jawab : Balitbangda, Dinas PU dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

B. Misi Keempat : PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM  (POTENSI LOKAL) BERDASARKAN KEARIFAN LOKAL, mempunyai tujuan Meningkanya pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat yang berwawasan lingkungan, dengan sasaran :
· Meningkatnya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam, dengan target yang dicapai adalahPersentase ketaatan terhadap RTRW masing-masing pada tahun 2016 sebesar 75,00 % ; tahun 2017 sebesar 80,00 % ; tahun 2018 sebesar 85,00 % ; tahun 2019 sebesar 90,00 % ; tahun 2020 sebesar 95,00% dan tahun 2021 mencapai 100,00 %.  Perangkat daerah penanggung jawab : Balitbangda.

C. Misi Keenam : OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH, mempunyai tujuanMeningkatkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, responsif dan akuntabel, dengan sasaran :


1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, dengan target yang dicapai adalah :
a) Terwujudnya intergrasi dan singkronisasi aplikasi perencanaan, penganggaran, dan pengendalian secara online masing-masing pada tahun 2016 sebesar 10,00 % ; tahun 2017 sebesar 25,00 % ; tahun 2018 sebesar 50,00 % ; tahun 2019 sebesar 75,00 % ; tahun 2020 sebesar 100,00% dan tahun 2021 mencapai 100,00 %.  Perangkat daerah penanggung jawab : Bappeda dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).
b) Persentase Penerapan SAKIP (Renstra, Renja, penilaian kinerja, kontrak kinerja, pengendalian, dan lain-lain) masing-masing pada tahun 2016 sebesar 80,00 % ; tahun 2017 sebesar 90,00 % ; tahun 2018 sebesar 100,00 % ; tahun 2019 sebesar 100,00 % ; tahun 2020 sebesar 100,00% dan tahun 2021 mencapai 100,00 %.  Perangkat daerah penanggung jawab : Bappeda dengan Bagian Organisasi.
2. Diterapkannya E-Government guna peningkatan kualitas dan kecepatan layanan kepada masyarakat, dengan target yang dicapai adalah :
a) Persentase Penyediaan jaringan dan infrstruktur e-government masing-masing pada tahun 2016 sebesar 5,00 % ; tahun 2017 sebesar 30,00 % ; tahun 2018 sebesar 55,00 % ; tahun 2019 sebesar 75,00 % ; tahun 2020 sebesar 90,00% dan tahun 2021 mencapai 100,00 %.  Perangkat daerah penanggung jawab : Bappeda dengan Dinas Perhubungan, komunikasi dan informatika.
b) Persentase Terintegrasinya aplikasi layanan SKPD dalam satu sistem data dan layananmasing-masing pada tahun 2016 sebesar 4,17 % ; tahun 2017 sebesar 16,77 % ; tahun 2018 sebesar 37,50 % ; tahun 2019 sebesar 62,50 % ; tahun 2020 sebesar 83,33% dan tahun 2021 mencapai 100,00 %.  Perangkat daerah penanggung jawab : Bappeda dengan Dinas Perhubungan, komunikasi dan informatika.
c) Terwujudnya sistem data dan informasi "Satu Desa Satu Data"masing-masing pada tahun 2016 sebesar 0,00 % ; tahun 2017 sebesar 10,00 % ; tahun 2018 sebesar 30,00 % ; tahun 2019 sebesar 50,00 % ; tahun 2020 sebesar 70,00% dan tahun 2021 mencapai 90,00 %.  Perangkat daerah penanggung jawab : Bappeda dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan desa (BPMPD).
3. Meningkatnya kualitas pelaksanaan Dana Desa, dengan target yang dicapai adalah Persentase Tersedianya sistem perencanaan, penganggaran dan monev dana desa masing-masing pada tahun 2016 sebesar 0,00 % ; tahun 2017 sebesar 10,00 % ; tahun 2018 sebesar 50,00 % ; tahun 2019 sebesar 100,00 % ; tahun 2020 sebesar 100,00% dan tahun 2021 mencapai 100,00 %.  Perangkat daerah penanggung jawab : Bappeda, DPPKAD dan BPMPD.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan  perencanan tata ruang sebagai wadah dimana perencanan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Balangan telah menetapkan Perda Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan.
RTRW merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum, sehingga diperlukan dokumen rencana tata ruang yang lebih operasional, terutama untuk arahan peraturan zonasi sistem kabupaten dan rencana tata ruang (RTR) kawasan strategis kabupaten.Dalam perumusan kebijakan teknis perencanaan tata ruang, Balitbangda sebagai Sekretariat dan Ketua Pokja Perencanaan BKPRD kabupaten Balangan, melakukan kegiatan koordinasi dengan SKPD terkait (anggota BKPRD) dalam penyusunan program dan penyusunan dokumen rencana tata ruang. Selain itu Balitbangda juga berkewajiban memfasilitasi dan mengkoordinasi, serta mendukung program-program perwujudan rencana tentang Indikasi Program, baik perwujudan rencana struktur (jaringan transportasi, sumber daya air, energi, dan lain-lain), perwujudan rencana pola ruang (kawasan lindung dan budidaya), dan pengembangan kawasan strategis kabupaten. Program-program yang memerlukan dukungan Balitbangda secara langsung antara lain: Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan serta Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya; Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi serta Pengendalian dan Pengelolaan Kawasan Kawasan Rawan Bencana; Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan serta Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Hutan Rakyat; Pengembangan Agropolitan; Pengembangan Agromarinepolitan; Pengembangan Kawasan Pariwisata; Pengendalian dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan; Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis kabupaten.
KLHS RPJMD Tahun 2016-2021 dilakukan bersamaan dengan Renstra SKPD, sehingga hasil penapisan dari KLHS RPJMD Tahun 2016-2021 digunakan sebagai dasar untuk menentukan program dan kegiatan dalam Renstra SKPD serta merumuskan mitigasi atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
Bahwa Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan (yang dirangkum dalam suatu Kebijakan Umum RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021) sudah baik karena masing-masing item sudah merefleksikan prinsip-prinsip keterkaitan (antar wilayah, antar waktu, antar sektor dan antar kepentingan), prinsip keseimbangan (ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan hidup), serta prinsip keadilan (antar kelompok masyarakat dan antar gender).
Program-program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati terpilih seperti pada Tabel 3 berikut ini :

[bookmark: _Toc458213834]Tabel 3
Program-Program Pembangunan Bupati Balangan Periode 2016-2021

	MISI
	PROGRAM PEMBANGUNAN

	1. Meningkatkan    Kualitas    Sumber   Daya   Manusia   Melalui Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan 
	1. Program Pendidikan Anak Usia Dini 

	
	2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 

	
	3. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

	
	4. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 

	
	5. Program Upaya kesehatan masyarakat 

	
	6. Program Pelayanan Kontrasepsi 

	
	7. Program Promosi kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 

	
	8. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 

	
	9. Program Pengembangan lingkungan sehat 

	
	10. Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Pukesmas Pembantu dan Jaringannya 

	
	11. Program Kemitraan peningkatan pelayanan Kesehatan 

	
	12. Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 

	
	13. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 

	
	14. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 

	
	15. Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender & Anak 

	
	16. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 

	
	17. Program Keluarga Berencana 

	
	18. Program Pelayanan kontrasepsi 

	
	19. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 

	2. Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan 
	1. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 

	
	2. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 

	
	3. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) 

	
	4. Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan 

	
	5. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM 

	
	6. Peningkatan kualitas Kelembagaan Koperasi 

	
	7. Program Peningkatan Ketahanan pangan Pertanian/perkebunan 

	
	8. Program Peningkatan Ketahanan pangan  

	
	9. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan 

	
	10. Program Peningkatan Pembenihan dan Produksi Hortikultura                                                                  

	
	11. Program Peningkatan sarana alat-alat pengolahan hasil hortikultura 

	
	12. Program Optimalisasi Pengolahan Produksi Perikanan 

	
	13. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan 

	
	14. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan 

	3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkesinambungan 
	1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 

	
	2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 

	
	3. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 

	
	4. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 

	
	5. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 

	
	6. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 

	
	7. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 

	
	8. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 

	
	9. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku 

	
	10. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 

	
	11. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 

	
	12. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 

	
	13. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 

	
	14. Program Pengembangan data/informasi 

	
	15. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar 

	
	16. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 

	4. Pemanfaatan Sumber Daya Alam  (Potensi Lokal) Berdasarkan Kearifan Lokal  yang berwawasan lingkungan
	1. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 

	
	2. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. 

	
	3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 

	
	4. Program Optimalisasi Pengolahan Produksi Perikanan 

	
	5. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan 

	
	6. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan 

	
	7. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan 

	
	8. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 

	
	9. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan 

	
	10. Program Peningkatan Pengelolaan Obyek Wisata 

	5. Mengembangkan Sosial Budaya Kemasyarakatan 
	1. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 

	
	2. Program Peningkatan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan 

	
	3. Program Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan 

	
	4. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 

	
	5. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 

	
	6. Program Pengembangan Nilai Budaya 

	
	7. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 

	
	8. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 

	
	9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 

	
	10. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya  

	
	11. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial  

	
	12. Program Pencegahan Dini & Penanggulangan Korban Bencana Alam 

	6. Optimalisasi Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Daerah 
	1. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 

	
	2. Program meninteksifkan penanganan pengaduan masyarakat 

	
	3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 

	
	4. Program perencanaan pembangunan daerah 

	
	5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 

	
	6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

	
	7. Program Penyempurnaan dan Penataan Kelembagaan 

	
	8. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 

	
	9. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 

	
	10. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 

	
	11. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 

	
	12. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 

	
	13. Program perencanaan pembangunan daerah 

	7. Mewujudkan    Kamtibmas    dan    Kepastian    Hukum    Untuk Terciptanya Suasana Yang Kondusif 
	1. Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan 

	
	2. Program Penataan Administrasi Kependudukan 



Bahwa tidak semua program pembangunan tersebut di atas harus diperbaiki, tapi ada beberapa program yang sebaiknya diberikan rekomendasi perbaikan mengingat pengaruhnya terhadap lingkungan secara luas. Tahapan kajian muatan KLHS dilakukan dengan hasil yang ditetapkan yakni 19 isu strategis dari 3 (tiga) kelompok program prioritas sebagaimana terlampir dalam Tabel 4 berikut:
[bookmark: _Toc458213835]


Tabel 4
Instrumen Perumusan Rekomendasi dalam Penyusunan RPJMD dan 
Renstra SKPD
	Indikasi Program Prioritas Pembangunan
	Kegiatan
	Rekomendasi Perbaikan atau Penguatan

	A.  Program Prioritas Pembangunan Manusia, Sosial dan Birokrasi

	1. Penerapan e-Government dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan yang cepat dan akurat kepada masyarakat
	Pelaksanaan e-Government dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan yang cepat dan akurat kepada masyarakat
	Penerapan e-Government Menyesuaikan dengan RPJM Tahun 2016-2021

	2. Peningkatan Puskesmas menjadi Menjadi Puskesmas Rawat Inap
	Pelaksanaan Peningkatan Puskesmas menjadi Menjadi Puskesmas Rawat Inap untuk meningkatkan layanan kesehatan pada masyarakat
	Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap Menyesuaikan dengan RPJM Tahun 2016-2021

	3. Layanan kesehatan Gratis
	Pelaksanaan layanan kesehatan gratis adalah bentuk keberpihakan dan pemberdayaan pada masyarakat tidak mampu dalam memperoleh akses layanan kesehatan
	Program Layanan Kesehatan gratis Menyesuaikan dengan RPJM Tahun 2016-2021

	4. Beasiswa untuk siswa berprestasi 
	Program beasiswa untuk siswa berprestasi adalah bentuk keberpihakan dan pemberdayaan pada masyarakat dalam meningkatkan mutu/kualitas SDM
	Program Beasiswa untuk siswa berprestasi Menyesuaikan dengan RPJM Tahun 2016-2021

	5. Evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah.
	Program Evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah, merupakan bentuk controlling pemerintah terhadap program pembangunan 
	Program evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat Menyesuaikan dengan RPJM Tahun 2016-2021

	6. Optimalisasi pembinaan dan pengawasan desa
	Program Optimalisasi pembinaan dan pengawasan desa, sebagai upaya pemberdayaan dan percepatan pembangunan masyarakat desa
	Program optimalisasi peembinaan dan pengawasan desa Menyesuaikan dengan RPJM Tahun 2016-2021

	7. Pengembangan aplikasi “satu desa satu data” sebagai database terintegrasi berbasis Geographic Information System pembangunan Kabupaten Balangan
	Program pengembangan aplikasi “satu desa satu data” sebagai database terintegrasi berbasis Geographic Information System pembangunan Kabupaten Balangan, sebagai upaya memudahkan perencanaan pembangunan tepat sasaran.
	Program Pengembangan aplikasi “satu desa satu data” sebagai database terintegrasi berbasis Geographic Information System pembangunan Kabupaten Balangan harus menyesuaikan dengan RPJM Tahun 2016-2021

	B. Program Prioritas Pembangunan Infrastruktur Desa

	1. Pembangunan Sport Centre
	Program Pembangunan Sport Centre, adalah upaya menciptakan peluang generasi muda dalam bidang keolahragaan
	Pembangunan gedung sport center harus berwawasan lingkungan. Langkah-langkah rekomendasi perbaikan dan atau penguatan dapat dilihat pada kolom mitigasi). 

	2. Pembangunan Terminal Baru
	Program Pembangunan Terminal Baru sebagai upaya meningkatkan aksesibilitas antar wilayah, meningkatnya pelayanan publik, dll
	Pembangunan terminal baru harus berwawasan lingkungan. Langkah-langkah rekomendasi perbaikan dan atau penguatan dapat dilihat pada kolom mitigasi). 

	3. Pengembangan jalan mulai bundaran ban dan jembatan kembar Kota Paringin.
	Program pengembangan jalan mulai bundaran ban dan jembatan kembar paringin sebagai upaya meningkatkan aksesibilitas antar wilayah, meningkatnya pelayanan publik, dll
	Program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi jalan dan Jembatan harus berwawasan lingkungan (Langkah-langkah rekomendasi perbaikan dan atau penguatan dapat dilihat pada kolom mitigasi).

	4. Penyelesaian Jalan Lingkar barat
	Program penyelesaian jalan lingkar barat sebagai upaya meningkatkan aksesibilitas antar wilayah, meningkatnya pelayanan publik, dll
	Pembangunan penyelesian jalan lingkar barat harus berwawasan lingkungan. Langkah-langkah rekomendasi perbaikan dan atau penguatan dapat dilihat pada kolom mitigasi). 

	5. Pembangunan Lembaga Pendidikan Terpadu di Islamic Centre
	Meningkatnya akses masyarakat dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas berasaskan islami.
	Pembangunan gedung terpadu harus berwawasan lingkungan. Langkah-langkah rekomendasi perbaikan dan atau penguatan dapat dilihat pada kolom mitigasi). 

	6. Pembangunan Destinasi wisata Baruh Bahino
	Tersedianya tempat untuk pengembangan tempat rekreasi, terciptanya ruang terbuka hijau (RTH), dll
	Pembangunan destinasi wisata Baruh Bahino harus berwawasan lingkungan. Langkah-langkah rekomendasi perbaikan dan atau penguatan dapat dilihat pada kolom mitigasi). 

	7. Pembangunan Gedung Pusat Seni dan Budaya
	Tersedianya tempat untuk pengembangan seni budaya Kabupaten Balangan
	Pembangunan gedung pusat seni dan budaya harus berwawasan lingkungan. Langkah-langkah rekomendasi perbaikan dan atau penguatan dapat dilihat pada kolom mitigasi). 

	C. Program Prioritas Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan

	1. Pembangunan Pertanian dan Perkebunan dengan target Optimalisasi dan Stabilisasi Harga Karet dan Gabah
	Program pembangunan pertanian dan perkebunan dilaksanan dengan target optimalisasi dan stabilisasi harga karet dan gabah
	Pembangunan pertanian dan perkebunan dengan target optimalisasi dan stabilisasi harga karet dan gabah harus berwawasan lingkungan. Langkah-langkah rekomendasi perbaikan dan atau penguatan dapat dilihat pada kolom mitigasi). 

	2. Pengembangan Perkebunan Sawit
	Program pengembangan perkebunan sawit, dilaksanakan agar kegiatan pertambangan sesuai peruntukannya, tertatanya zonasi yang sesuai dengan kaidah spasial dengan target PAD dan tingkat kesejahteraan
	Pengembangan perkebunan sawit harus berwawasan lingkungan. Langkah-langkah rekomendasi perbaikan dan atau penguatan dapat dilihat pada kolom mitigasi). 

	3. Pertambangan Batubara dan Galian Golongan C
	Program pertambangan dan Galian Golongan C, dilaksanakan agar kegiatan pertambangan sesuai peruntukannya, tertatanya zonasi yang sesuai dengan kaidah spasial dengan target PAD dan tingkat kesejahteraan masyarakat. 
	Program-Program Pembangunan dan Pengembangan Pertambangan Batubara dan Galian C harus berwawasan lingkungan (Langkah-langkah rekomendasi perbaikan dan atau penguatan dapat dilihat pada kolom mitigasi). Pembangunan di bidang ini bagaikan dua keping mata uang yang saling berlawanan, dampak positif dan negatifnya hampir sama besarnya. Di satu sisi sangat besar kontribusinya terhadap PAD, tetapi di sisi lain sangat buruk kontribusinya bagi lingkungan ekologi. Kepiawaian pemkab dalam mengelola hubungan yang baik dengan masyarakat dan dunia usaha sangat menentukan. Pemkab harus mencari solusi winwin solution agar kegiatan ini berjalan baik tanpa konflik. Sebaiknya kegiatan ini diimplementasikan dan tidak ditunda-tunda karena dampaknya akan sangat baik bagi usaha pemerintah meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang ekonomi dan sosial serta sangat baik bagi citra pemkab di mata daerah lain.

	4. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sumberdaya Air
	Program peningkatan kuantitas dan kualitas sumberdaya air dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan fasilitas fisik untuk meningkatkan kemudahan atau  kebutuhan masyarakat
	Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sumberdaya Air harus menyesuaikan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021

	5. Pengurangan Risiko Bencana
	Program pengurangan risiko bencana, dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan secara fisik dan peningkatan pengetahuan masyarakat dalam tanggap bencana daerah
	Program Pengurangan Risiko Bencana harus menyesuaikan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021



3.4 Isu Strategis
	Isu-isu strategis diartikan sebagai permasalahan aktual, krusial, atau penting yang dihadapi, dalam hal dokumen Renstra ini adalah  Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Balangan. Sebagai lembaga yang menangani penelitian dan pengembangan, maka ruang lingkup  yang ditangani bersifat lintas sektoral, dan satu dengan yang lain dapat saling berkaitan. 
	Permasalahan yang berkaitan dengan analisis gambaran umum daerah terkait dengan pelayanan dan analisis isu-isu strategis berkaitan dengan tugas dan fungsi Balitbangda Kabupaten Balangan. Dari kedua analisis ini diharapkan dapat mewakili permasalahan yang dihadapi dan yang akan dicarikan jalan keluarnya bagi pembangunan daerah. Tujuan dari dimunculkan isu-isu strategis ini untuk mengungkapkan keadaan lingkungan internal dan eksternal yang sangat berpengaruh terhadap kinerja Balitbangda Kabupaten Balangan dalam pelayanan publik.
	Isu  strategis  adalah  kondisi  atau  hal  yang  harus diperhatikan  atau  dikedepankan  dalam  perencanaan pembangunan  karena  dampaknya  yang  signifikan  bagi entitas daerah/masyarakat di masa datang.  Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan  yang  apabila  tidak  diantisipasi,  akan menimbulkan  kerugian  yang  lebih  besar  atau sebaliknya,  dalam  hal  tidak  dimanfaatkan,  akan menghilangkan  peluang  untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, isu-isu strategis harus memenuhi kriteria memiliki  pengaruh  yang  besar/signifikan  terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah;  merupakan  tugas  dan  tanggung  jawab  Pemerintah Daerah; luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat; memiliki  daya  ungkit  yang  sigiifikan  terhadap pembangunan daerah;  kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.
Isu-isu strategis yang harus dikelola dengan baik dalam perjalanan masyarakat Balangan lima tahun mendatang, yaitu:
1) Perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan dan peningkatan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan, yang didukung dengan prasarana dan sarana serta sumber daya manusia yang memadai.
2) Penurunan jumlah penduduk miskin melalui perkuatan basis ekonomi kerakyatan yang mendasarkan diri pada optimalisasi segenap potensi lokal.
3) Peningkatan infrastruktur yang memadai untuk memacu pengembangan wilayah
4) Perbaikan iklim investasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan investasi swasta
5) Pengelolaan sumber daya alam yang optimal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
6) Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang mengacu nilai-nilai good governance dan mengedepankan cleargovernance di semua aspek serta peningkatan kompetensi, daya kreasi dan inovasi aparatur pemerintah daerah dalam pemberian pelayanan publik
7) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna menjaga dan memelihara suasana sosial budaya masyarakat yang kondusif.
Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Balitbangda adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pemba-ngunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk mening-katkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.
Analis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persolan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.
Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan pada lima tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan kabupaten Balangan jangka menengah, maka dapat ditetapkan isu strategis Balitbangda kabupaten Balanganyaitu :
Isu Strategis Dalam Penelitian dan pengembangan Daerah
di Kabupaten Balangan

1. Perlunya penyediaan sumberdaya baik sarana dan prasarana maupun SDM sebagai pendukung bagi pelaksaan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam upaya memaksimalkan peran Balitbangda
2. Perlunya optimalisasi pemanfaatan hasil penelitian untuk kebijakan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh SKPD di Kabupaten Balangan
3. Perlunya penguatan publikasi hasil penelitian terkait dengan bidang pemerintahan, ekonomi dan keuangan, dan bidang pembangunan, serta kemasyarakatan
4. Perlunya penguatansistem inovasi daerah untuk percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Kabupaten Balangan. Penguatan system inovasi produk, inovasi proses, inovasi organisasi, inovasi pasar dan inovasi perilaku berjalan. Di samping itu menampung hasil penelitian dari lembaga/institusi lain baik antar institusi pemerintah, Pemda, Lembaga Pendidikan, Lembaga Penunjang Inovasi, Dunia Usaha dan Masyarakat daerah
	Gambaran Pelayanan Balitbangda Kabupaten Balangan
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BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.
2. 6 Visi dan Misi Balitbangda

a. Visi 
“ terwujudnya penelitian dan pengembangan yang profesional menjadi dasar kebijakan bagi pembangunan daerah “

b. Misi
i. Menyebarluaskan hasil penelitian dan pengembangan kepada pemangku kepentingan melalui koordinasi yang harmonis dengan semua lembaga litbang terkait dan meningkatkan kuantitas serta kualitas hasil penelitian dan pengembangan
ii. Mewujudkan pendataan berbentuk data base dalam perencanaan, evaluasi dan pelaporan berbasis research


2. 7 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Balitbangda
Tujuan dan sasaran mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan perangkat daerah secara keseluruhan. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan perangkat daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan perangkat daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran.Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra Bappeda untuk periode 5 (lima) tahun.  
Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Daerah, Balitbangda kabupaten Balangan telahmerumuskan tujuan dan sasaran dalam kurun waktu lima tahun ke depan, sebagai berikut : 


Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
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Tabel 4.1

	No
	MISI
	TUJUAN
	SASARAN
	INDIKATOR

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Menyebarluaskan hasil penelitian dan 
pengembangan kepada pemangku kepentingan 
melalui koordinasi yang harmonis dengan semua 
lembaga litbang terkait meningkatkan kuantitas 
serta kualitas hasil penelitian dan pengembangan
	Meningkatnya Kapasitas Badan Penelitian dan Pengembangan Untuk Pembangunan Daerah
	Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Yang Dimanfaatkan Oleh Pemangku Kepentingan
	Tingkat pemanfaatan hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan

	2
	
	
	Meningkatnya perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati di kebun raya
	Meningkatkan perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati di kebun raya

	3
	Mewujudkan pendataan berbentuk data base dalam perencanaan, evaluasi dan pelaporan berbasis research
	Meningkatkan intensitas pendataan  bahan perencaan dan hasil-hasil penelitian dan  pengembangan yang telah dilaksanakan/ diimplementasikan serta menginventarisir program/ kegiatan SKPD dalam rangka sinergitas perencanaan penguatan SIDa Kabupaten Balangan
	Meningkatnya akurasi data bahan perencanan penelitian/ kajian dan pengembangan serta sinergitas program /kegiatan SKPD dalam implementasi penguatan SIDa
	Data base hasil-hasil penelitian dan pengembangan dan Dokumen Penguatan SIDa Kabupaten Balangan

	4
	
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Meningkatnya Lualitas Pengelolaan Keuangan dan KInerja
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

	
	
	
	
	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti











Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

	No.
	Tujuan
	Sasaran
	Indikator Kinerja
	Target

	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	1
	Meningkatnya Kapasitas Badan Penelitian dan Pengembangan Untuk Pembangunan Daerah
	Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Yang Dimanfaatkan Oleh Pemangku Kepentingan
	Tingkat pemanfaatan hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan
	       -   
	12%
	37%
	43%
	65%
	86%

	2
	Meningkatkan intensitas pendataan  bahan perencaan dan hasil-hasil penelitian dan  pengembangan yang telah dilaksanakan/ diimplementasikan serta menginventarisir program/ kegiatan SKPD dalam rangka sinergitas perencanaan penguatan SIDa Kabupaten Balangan
	Meningkatnya akurasi data bahan perencanan penelitian/ kajian dan pengembangan serta sinergitas program /kegiatan SKPD dalam implementasi penguatan SIDa
	Data base hasil-hasil penelitian dan pengembangan dan Dokumen Penguatan SIDa Kabupaten Balangan
	-
	-
	-
	14%
	28%
	41%

	3
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Meningkatnya Lualitas Pengelolaan Keuangan dan KInerja
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	 
	C
	CC
	B
	B
	B

	
	
	
	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti
	 
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%




4.3 
4.4 Strategi dan Kebijakan
1. Strategi
	Strategi yang disusun merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi yang diemban Balitbangda Kabupaten Balangan Tahun 2017-2021. Adapun strategi untuk mewujudkan hal tersebut sebagai berikut:
a. Optimalisasi sinergi kemitraan dengan berbagai institusi penelitian dan pengembangan untuk memperluas jejaring dan kerjasama penelitian;
b. Percepatan dan penyediaan data dan informasi penunjang penelitian dan pengembangan yang lebih akurat;
c. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna berbasis masyarakat;
d. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya manusia;
e. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang penelitian dan pengembangan.
2. Kebijakan
Untuk mencapai sasaran yang ingin dipenuhi sebagaimana diuraikan sebelumnya, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Balangan menetapkan limakebijakan prioritas periode 2017-2020, sebagai berikut:
a. Penelitian dan pengembangan yang implementatif;
b. Pemberdayaan sumberdaya manusia berbasis IPTEK;
c. Revitalisasi sarana dan prasarana litbang;
d. Pembangunan dan pengembangan database kelitbangan; dan
e. Kerjasama danpemanfaatan peran lembaga penelitian dan pengembangan lain.
A. Program dan Kegiatan
			Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan Balitbangda Kabupaten Balangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, maka  disusun program dan kegiatan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagai berikut: 
1. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1) Penyediaan jasa surat menyurat-nyurat
2) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik
3) Jasa administrasi keuangan
4) Penyediaan jasa kebersihan kantor
5) Penyediaan alat tulis kantor
6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7) Penyediaan komponen & instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8) Penyediaan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10) Penyediaan makanan dan minuman
11) Rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah
12) Rapat koordinasi & konsultasi ke dalam daerah
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1) Pembangunan Gedung Kantor
2) Pengadaan peralatan gedung kantor
3) Pengadaan sarana mobilitas
4) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
5) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
6) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
7) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
8) Pembuatan Taman Luar Pagar Keliling
C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1) Pengadaan pakaian olahraga
2) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
3) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
D. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
1) Pendidikan dan pelatihan formal
E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja SKPD Keuangan
1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
2) Penyusunan Laporan keuangan Semesteran
3) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
4) Penyusunan RKA dan DPA SKPD
5) Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

F. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
1) Penyusunan Penelitian Daerah
2) Pengkajian dan Pengembangan Potensi Daerah
3) Penelitian/kajian/studi/analisa Bidang Sumber Daya Alam
4) Penelitian/kajian/studi/analisa Bidang Teknologi
5) Penelitian/kajian/studi/analisa Bidang Inovasi
6) Penelitian/kajian/studi/analisa Bidang Pemerintahan
7) Penelitian/kajian/studi/analisa Bidang Ekonomi
8) Penelitian/kajian/studi/analisa Bidang Sosial Budaya
G. Program Penguatan Manajemen Kelitbangan
1) Koordinasi Kelitbangan Bidang SDA, Teknologi dan Inovasi
2) Koordinasi Kelitbangan Bidang Pemerintahan, Ekonomi dan Sosial Budaya
3) Penyusunan Profil Penelitian Daerah
4) Pengembangan Informasi dan Dokumentasi Penelitian Daerah
5) Perencanaan dan Evaluasi Penelitian
BAB V
INDIKATOR KINERJA BALITBANGDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN 
SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kiner-ja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertangung-jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.
Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Balitbangda dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.  Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Balangan, Balitbangda berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut :


	Indikator Kinerja Balitbangda Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
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	Tabel 6. Indikator kinerja Balitbangda Kabupaten Balangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD


	No
	
Nama Program
	Indikator dan Sub Indikator Program

	kondisi kinerja pada awal periode
	Target capaian setiap tahun
	kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD

	
	
	
	Tahun 2016
	Tahun 2017
	Tahun 2018
	Tahun 2019
	Tahun 2020
	Tahun 2021
	Tahun 2021

	-1
	-2
	-3
	-4
	-5
	-6
	-7
	-8
	-9
	-10

	A.
	Program Konservai Sumber Daya Kebun Raya
	Indikator Program: 
Tersedianya konservasi suber daya kebun raya
	0
	0
	20
	20
	30
	30
	100

	
	
	Sub Indikator Program: 
1. Tersedianya sarana dan prasarana zona kebun raya
	
0
	
0
	
20
	
20
	
30
	
30
	
100

	B.
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Pembangunan Inovasi dan Teknologi
	Indikator Program: 
Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang pembangunan, inovasi dan teknologi untuk dijadikan bahan pertimbangan dan tindak lanjut pemangku kepentingan
	0%
	0%
	27%
	29%
	55%
	85%
	85%

	
	
	Sub Indikator Program: 
2. Jumlah penelitian/kajian/studi/analisa bidang SDA yang dijadikan bahan perumusan kebijakan
	
0
	
1
	
1
	
1
	
1
	
1
	
5

	
	
	3. Jumlah penelitian/kajian/studi/analisa bidang wilayah yang dijadikan bahan perumusan kebijakan
	
0
	
0
	
2
	
1
	
1
	
1
	
5

	
	
	4. Jumlah penelitian/kajian/studi/analisa bidang inovasi yang dijadikan bahan perumusan kebijaka
	
0
	
0
	
1
	
1
	
1
	
1
	
4

	
	
	5. Jumlah penelitian/kajian/studi/analisa bidang teknologi yang dijadikan bahan perumusan kebijakan
	
0
	
1
	
1
	
1
	
1
	
1
	
5

	
c.
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan
	Indikator Program : 
Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan untuk dijadikan bahan pertimbangan dan tindak lanjut pemangku kebijakan
	

0%
	

23%
	

46%
	

62%
	

82%
	

85%
	

	
	
	Sub Indikator Program: 
6. Jumlah kegiatan koordinasi penelitian (jarlit pendidikan dan FGD)
	
0
	
4
	
9
	
9
	
8
	
8
	
38

	
	
	7. Jumlah penelitian/kajian/studi/analisa bidang pemerintahan yang dijadikan bahan perumusan kebijakan
	0
	1
	3
	2
	3
	3
	12

	
	
	8. Jumlah penelitian/kajian/studi/analisa bidang ekonomi yang dijadikan bahan perumusan kebijakan
	0
	2
	7
	1
	3
	3
	16

	

	
	9. Jumlah penelitian/kajian/stud/analisis bidang sosial budaya yang dijadikan bahan perumusan kebijakan
	0
	1
	3
	2
	3
	3
	12

	
	
	10. Jumlah Pengembangan/Perekayasaan/Pen erapan/pengoperasian dan Evaluasi kebijakan  bidang sosial, ekonomi dan Pemerintahan yang dijadikan bahan perumusan kebijakan
	0
	0
	0
	3
	4
	4
	11

	
	
	11. Jumlah kegiatan Monitoring dan evaluasi bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	3

	
	
	12. Jumlah karya ilmiah
	0
	0
	0
	0
	2
	2
	4
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BAB VI
PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan panduan kerja bagi Balitbangda selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih untuk dapat digunakan dalam mendukung pencapaian program Kepala Daerah.  Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Renstra Balitbangda Kabupaten Balangan Tahun 2017-2021 mendukung pencapaian dalam perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan penelitian dan pengembangan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah.
Renstra Balitbangda Tahun 2017-2021 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2016-2021 sesuai dengan tupoksi Balitbangda Kabupaten Balangan. 
Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh individu Balitbangda  Kabupaten Balangan untuk menopang kesuksesan pelaksanaan Renstra Balitbangda Kabupaten Balangan. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan dalam pelaksanaannya.

Paringin,      januari  2017
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Lampiran
Rumusan Program & Kegiatan Renstra Tahun 2017– 2021




Lampiran
Indiktor Kinerja Utama Tahun 2017
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